
 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

PADA BAGIAN KEUANGAN  

DI SEKRETARIAT DA

 

DWI PRISMA ARISTIANINGRUM

8105160457 

 

 

 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat untuk 

persyaratan mendapatkan 

Universitas Negeri Jakarta  

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI 

KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI

JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGE

2018 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN   

PADA BAGIAN KEUANGAN   

DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

DWI PRISMA ARISTIANINGRUM 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat untuk memenuhi sala

persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta   

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  

ASI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI  

FAKULTAS EKONOMI  

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  

 

KABUPATEN TEGAL 

memenuhi salah satu 

gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi 



 
 

ii 
 

LEMBAR EKSEKUTIF 

Dwi Prisma Aristianingrum, 8105160457, S1 Pendidikan Ekonomi, Laporan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 

Program Studi S1  Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta, 2018.  

Laporan Praktik Kerja Lapangn ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan 

yang telah dilakukan selama Praktik Kerja Lapangan dengan tujuan memenuhi 

salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi 

Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta. 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No 1 

Slawi. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli s.d 16 Agustus 

2018 dengan waktu kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.00 s/d 

16.15 WIB. Kegiatan umum yang dilakukan praktikan adalah menyusun surat 

pertanggung jawaban terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. 

Praktik Kerja Lapangan mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kemampuan, 

ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman mahasiswa. Dalam melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan, tentunya mempunyai kendala yang dihadapi, akan tetapi 

kendala tersebut dapat diatasi dengan cara mengomunikasikan dengan pegawai 

di tempat praktikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
 
 Dalam memasuki dunia kerja, tentunya harus mempunyai bekal yang 

cukup melalui teori yang dipelajari baik dalam pendidikan formal maupun non 

formal.Pendidikan formal dituntut tidak hanya memberikan 

kemampuan dalam pengetahuan akan tetapi juga keahlian, dimana peserta 

didik dipersiapkan untuk menjadi tenaga yang terampil. Beberapa kegiatan 

yang memperbaiki kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan 

formal yang paling memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia (Achmad Sjafii, 2009). 

 Akan tetapi, kadangkala teori yang telah dipelajari kurang sesuai dengan 

realita yang ada.Dengan demikian, harus ada penyesuaian terhadap penerapan 

teori yaitu dengan cara dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan. 

 Di Universitas Negeri Jakarta memiliki Praktik Kerja Lapangan sesuai 

dengan bidang yang di tempuh oleh mahasiswa, tidak terkecuali di Fakultas 

Ekonomi. Praktik Kerja Lapangan ini disesuaikan dengan bidang yang 

ditempuh di perkuliahan. Praktikan berkonsentrasi pada Pendidikan Akuntasi, 

sehingga praktikan ditempatkan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tegal. Hal ini disesuaikan agar praktikan dapat menerapkan teori 

yang telah praktikan dapatkan dalam perkuliahan secara nyata. 
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2. Maksud Dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dan tujuan Praktik Kerja Lapangan : 

a. Untuk mempelajari bidang kerja yang dilakukan oleh suatu instansi 

b. Membina hubungan antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

dengan Instansi Pemerintah / Swasta yang terkait 

c. Memperoleh wawasan pengetahuan dan kemampuan khususnya dalam 

bidang keuangan suatu instansi pemerintah 

d. Memperoleh pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam sebuah instansi  

e. Meningkatkan kemandirian dan kekreatifan mahasiswa dalam 

melaksanakan praktik kerja lapangan 

f. Memberikan gambaran dunia kerja bagi mahasiswa, bukan hanya melalui 

teori saja 

 

3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

1) Bagi Instansi Pemerintah, Swasta dan BUMN 

a. Menyelenggarakan kegiatan sosial dengan adanya Praktik Kerja 

Lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa 

b. Mendapatkan Sumber Daya Manusia guna membantu tugas dalam 

berlangsungnya Praktik Kerja Lapangan 

c. Menjalin kerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi khususnya 

Universitas Negeri Jakarta dengan Instansi Pemerintah yaitu 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal 
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2) Bagi Mahasiswa : 

a. Meningkatkan ketrampilan khususnya dalam dunia kerja yang 

telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 

b. Menambah pengetahuan tentang sistem pemerintahan khususnya 

dalam bidang keuangan Sekretariat Daerah 

c. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan 

3) Bagi Universitas Negeri Jakarta : 

a. Sebagai umpan balik kurikulum Universitas Negeri Jakarta guna 

menyelaraskan dengan perkembangan zaman 

b. Membangun hubungan antara Instansi terkait dengan Universitas 

Negeri Jakarta 

c. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan 

bidangnya 

 

4. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Tempat praktikan melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di Bagian 

Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Berikut data lengkap dari 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal : 

Nama     : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal 

Alamat  : Jalan Dr. Soetomo No 1 Slawi 

Telp/Fax  : (0283) 491665 – 491668 – 491764 – 491765 / 491670 

Website  : setda.tegalkab.go.id 
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5. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama satu bulan, yaitu mulai 

dari tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018.Hari efektif kerja 

operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal yaitu dari hari senin 

sampai jumat. Dimana pada hari senin sampai dengan hari kamis, jam 

operasional dimulai pada pukul 07.00 – 16.15 WIB. Sedangkan pada hari 

jumat, jam operasional dimulai pada pukul 07.00 – 11.00 WIB.  

Adapun tahapan kegiatan praktikan yang dilakukan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini merupakan tahapan dimana mencari informasi 

mengenai instansi yang menerima mahasiswa PKL yang sesuai dengan 

jadwal PKL yaitu pada bulan Juli-Agustus 2018. Setelah menemukan 

instansi, praktikan meminta surat pengantar permohonan ijin PKL dari 

bagian akademik Fakultas Ekonomi yang harus disetujui oleh ketua prodi, 

lalu diberikan ke BAAK UNJ guna membuatkan surat permohonan ijin 

PKL tersebut. Setelah surat permohonan ijin PKL selesai, maka surat 

tersebut diberikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah mendapatkan surat balasan dari instansi, yang menunjukkan 

bahwa praktikan diterima PKL di instansi tersebut dengan ditempatkan 

pada bagian keuangan yang dimulai pada tanggal 16 Juli-16 Agustus 2018, 

hari senin sampai dengan jumat, jam operasional pada hari senin sampai 



5 
 

 
 

dengan kamis pukul 07.00 – 16.15 WIB, sedangkan hari jumat pukul 

07.00 – 11.00 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

Tahap pelaporan ini adalah menulis dan menyusun Laporan Praktik Kerja 

Lapangan telah dimulai sejak minggu kedua pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan. Dalam proses penulisan dan penyusunan laporan ini, praktikan 

mengumpulkan informasi dan data yang telah diberikan oleh pegawai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal khususnya Bagian Keuangan. 
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Tabel 1.1 

Timeline PKL di Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal 

  

No Kegiatan Bulan 
April Mei Juni Juli Agustus September 

1 Pencarian Tempat 
PKL 

        

2 Penyerahan Surat 
Pengantar 
Pelaksanaan PKL 

       

3 Konfirmasi 
Pelaksanaan PKL 
oleh Sekretariat 
Daerah 
Kabupaten Tegal 

       

4 Pelaksanaan PKL         
5 Penulisan PKL         
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

A. Sejarah Sekretariat Daerah 

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal di sahkan oleh Bupati Tegal 

melalui Peraturan Daerah No 15 Tahun 2004 Kabupaten Tegal dan diatur dalam 

Surat Keputusan Daerah Kabupaten Tegal No 36 Tahun 2004. Pada awalnya 

Sekretariat Daerah hanya ada satu gedung yang berisikan staf-staf, setelah 

beberapa tahun kemudian Sekretariat Daerah terbagi menjadi tiga bagian yang 

terdiri dari gedung A,B dan C yang membentuk huruf U. Pada kepemimpian 

Bupati Tegal yaitu Bapak Agus Riyanto, gedung A,B dan C diubah namanya 

menjadi gedung Amarta, Begawat Gita dan Candra Kirana. 

Sekretariat daerah berdiri sejak tanggal 18 Mei 1901. Dengan ditetapkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 perlu 

disesuaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah disahkan dalam Surat 

Keputusan yang telah diatur. 

Adapun visi misi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal: 

Visi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal: 

Terwujudnya optimalisasi kinerja penyelenggaraan fungsi pemerintahan melalui 

peran perumusan kebijakan dan pengkoordinasian. 
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Misi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal: 

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang di dukung dengan 

kebijakan daerah yang akomodatif, responsif dan akuntable 

2. Meningkatkan sinergitas tugas-tugas SKPD dengan penguatan peran 

fungsi pengkoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sekretariat daerah 

 

B. STRUKTUR ORGANISASI 

Secara umum, struktur organisasi Pemerintahan Kabupaten Tegal yang terdapat 

pada Web utama Kabupaten Tegal sebagai berikut: 

I. Bupati Tegal 

II. Wakil Bupati Tegal 

1. Sekretariat Daerah 

A. Asisten Administrasi Pemerintahan: 

1. Bagian Pemerintahan 

2. Bagian Pemerintahan Desa 

3. Bagian Hukum 

B. Asisten Administrasi Pembangunan: 

1. Bagian Perekonomian 

2. Bagian Pembangunan 

3. Bagian Layanan Pengadaan 
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4. Bagian Kesejahteraan Rakyat 

C. Asisten Administrasi Umum : 

1. Bagian Organisasi 

2. Bagian Keuangan 

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 

4. Bagian Umum 

D. Staf ahli 

E. Kelompok Jabatan Fungsional 

2. Sekretariat DPRD 

3. Dinas-Dinas Daerah: 

A. Dinas Pekerjaan Umum 

B. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan 

Pertanahan 

C. Dinas Kesehatan 

D. Dinas Sosial 

E. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

F. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

G. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian 

Penduduk Dan KB 

H. Satuan Polisi Pamong Praja 

I. Dinas Lingkungan Hidup 

J. Dinsas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 
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K. Dinas Perhubungan 

L. Dinas Komunikasi Dan Informatika 

M. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

N. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 

O. Dinas Kearsipan Dan Perpusatakaan 

P. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 

Q. Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan 

R. Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 

4. Inspektorat Dan Badan Daerah : 

A. Inspektorat 

B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pembangunan 

C. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 

D. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

E. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

5. RSUD, Kantor dan lembaga lain: 

A. RSUD Dr. Soeselo 

B. RSUD Suradadi 

C. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 

D. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

6. Kecamatan 

7. Kelurahan 
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PengurusBagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Tegal: 

Sekretaris Daerah    : dr. Widodo Joko Mulyono,M.Kes, MM 

Asisten Administrasi Pemerintahan  : Nurlaeli,SH 

Asisten Administrasi Pembangunan : Moh. Nur Ma’mun,SH, M.Hum  

Asisten Administrasi Umum   : Drs. Eko Jati Suntoro,M.Si 

Plt Ketua Bagian Keuangan   : Drs. Dadang Darusman,MM 

Ketua Sub Bagian Perencanaan  : Listiyah Setia Murti,SE 

Dan Penganggaran  

Ketua Sub Bagian Akuntansi   : Tutik Cahyani,A.Md 

Ketua Sub Bagian Pembendaharaan  : Nur Isnaeni,S.STP 

 

 

 



 

 
 

Adapun Struktur Organisasi khusunya pada

Kabupaten Tegal : 

Terdiri dari : 

1. Sub Bagian Penganggaran dan Perencanaan

2. Sub Bagian Pembendaharaan

3. Sub Bagian Akuntansi

 

 

 

 

Organisasi khusunya pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 

Sub Bagian Penganggaran dan Perencanaan 

Sub Bagian Pembendaharaan 

Bagian Akuntansi 

Bagian 
Keuangan

Sub Bagian 
Penganggaran 

dan Perencanaan

Sub Bagian 
Pembendaharaan

Sub Bagian 
Akuntansi

12 

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 
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Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap jabatan di Sekretariat Daerah 

menurut Peraturan Bupati 69 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, yang diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Sekretariat Daerah 

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam 

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Inspektorat, dinas daerah, 

badan daerah, satuan polisi pamong praja dan kecamatan.  

Adapun fungsi dari Sekretariat Daerah : 

a. Penetapan rencana kerja; 

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan umum dan teknis 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerjaperangkat daerah; 

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 

e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada 

perangkat daerah; 

f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas sekretariat 

daerah.  
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2. Asisten Administrasi Pemerintahan 

Adapun fungsi dari Asisten Administrasi Pemerintahan : 

a. Penyusunan rencana kerja; 

b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan 

pemerintahan umum, pemerintahan desa, hukum dan perundang-

undangan; 

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan kerja perangkat daerah 

yang melaksanakan urusan pengawasan, tugas pembantuan, 

ketentramanan dan ketertiban, perlindungan masyarakat, 

penanggulangan bencana, kependudukan, kerjasama daerah, kesatuan 

bangsa dan politik, serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan 

desa serta pertanahan; 

d. Pembinaan penyelenggaraan urusan, hukum dan perundang-undangan; 

e. Pembinaan penyelenggaraan pengkoordinasian urusan pemerintahan 

umum dan  pemerintahan desa; 

f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Asisten 

Administrasi Pemerintahan. 
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3. Kepala Bagian Pemerintahan 

Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok yaitu membantu 

Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Pemerintahan dalam 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian 

penyelenggaraan urusan tampung tantra, pemerintahan umum, otonomi dan 

kerjasama daerah dan bina administrasi kewilayahan.  

Adapun fungsi dari Kepala Bagian Pemerintahan : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan bidang 

tugas pembantuan, pemerintahan umum, otonomi dan kerjasama daerah 

dan bina administrasi kewilayahan;  

c. Penyiapan bahan  pengkoordinasian penyelenggaraan urusan 

pengawasan, tampung tantra, otonomi dan kerjasama daerah dan bina 

administrasi kewilayahan, ketenteraman dan ketertiban, perlindungan 

masyarakat, penanggulangan bencana, dan kependudukan;   

d. Pelaksanaan ketatausahaan bagian pemerintahan; 

e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian 

pemerintahan. 

 

4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa 

Kepala Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok yaitu 

membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Pemerintahan 
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dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan 

umum tentang Pemerintahan Desa. 

Adapun fungsi dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. Penyiapan bahan kooordinasi perumusan kebijakan umum tentang 

Administrasi Pemerintahan Desa, Aparatur Pemerintahan Desa dan 

Pengelolaan Aset Desa;  

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian, monitoring, dan evaluasi kebijakan 

umum tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Aparatur 

Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Aset Desa;   

d. Pelaksanaan ketatausahaan Bagian Pemerintahan Desa; 

e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian 

Pemerintahan. 

5. Kepala Bagian Hukum 

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok yaitu membantu Sekretaris 

Daerah melalui Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan 

bahan koordinasi perumusan perundang-undangan, telaahan produk-produk 

hukum, memberikan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), 

mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-

produk hukum, serta pembinaan perizinan. 

Adapun fungsi dari Kepala Bagian Hukum : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 
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b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang 

hukum; 

c. Penyiapan bahan koordinasi perumusan produk-produk hukum daerah; 

d. Penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

dan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah; 

e. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua 

unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam 

pelaksanaan tugas; 

f. Pemberian perlindungan hukum kepada aparat pemerintah daerah atas 

masalah yang timbul menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM); 

g. Fasilitasi kepada masyarakat atas masalah Hak Asasi Manusia (HAM); 

h. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 

perizinan; 

i. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi, 

dokumentasi dan informasi produk-produk hukum; 

j. Pengelolaan ketatausahaan Bagian Hukum; 

k. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian 

Hukum. 

 

6. Asisten Administrasi Pembangunan 

Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok yaitu 

membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan 

pengkoordinasian penyelenggaraan urusan perekonomian dan 
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pembangunan, sumberdaya alam, dan kesejahteraann rakyat serta layanan 

pengadaan. 

Adapun fungsi dari Asisten Administrasi Pembangunan : 

a. Penyusunan rencana kerja; 

b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan 

perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan layanan 

pengadaan; 

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan kerja perangkat daerah 

yang melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, umkm 

dan pasar, badan usaha milik daerah dan perbankan, penanaman modal 

dan PTSP perencanaan pembangunan, penelitian dan  pengembangan,  

statistik, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman, budaya dan pariwisata, pemuda dan olahraga, 

pangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan 

dan energi, lingkungan hidup, pendidikan,kesehatan, perberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, sumber daya kelautan 

dan perikanan, energi dan sumber daya mineral; 

d. Pembinaan penyelenggaraan urusan keagamaan; 

e. Pembinaan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa 

f. Pembinaan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan perekonomian 

dan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan layanan pengadaan; 
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g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Asisten 

Administrasi Pembangunan. 

 

7. Kepala Bagian Perekonomian 

Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok yaitu membantu 

Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Pembangunan dalam 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian 

penyelenggaraan urusan perekonomian,  pangan, pertanian, sumberdaya 

perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, 

penanaman modal dan PTSP, pariwisata, Badan Usaha Milik Daerah . 

Adapun fungsi dari Kepala Bagian Perekonomian : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan 

perekonomian,  pangan, pertanian, sumberdaya perikanan dan kelautan, 

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, penanaman modal dan 

PTSP, pariwisata, Badan Usaha Milik Daerah; 

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan 

perekonomian,  pangan, pertanian, sumberdaya perikanan dan kelautan, 

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, penanaman modal dan 

PTSP, pariwisata, Badan Usaha Milik Daerah; 

d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Bagian Perekonomian; 

e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian 

Perekonomian. 
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8. Kepala Bagian Pembangunan 

Kepala Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok yaitu membantu 

Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Pembangunan dalam 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian 

penyelenggaraan urusan prasarana umum, pembangunan, lingkungan hidup, 

pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi serta energi dan sumberdaya 

mineral. 

Adapun fungsi dari Kepala Bagian Pembangunan: 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan 

prasarana umum, pembangunan, lingkungan hidup, pembinaan tenaga 

kerja dan transmigrasi serta energi dan sumberdaya mineral; 

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pekerjaan 

umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 

lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, perencanaan 

pembangunan, statistik, tenaga kerja, dan transmigrasi serta energi dan 

sumberdaya mineral; 

d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Bagian Pembangunan; 

e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian 

Pembangunan. 
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9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok yaitu 

membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Pembangunan 

dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 

pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial, agama, 

kebudayaan, pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

Adapun fungsi dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan bidang 

kesejahteraan sosial, agama, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, 

pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan 

kesejahteraan sosial, agama, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, 

pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat; 

e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian 

Kesejahteraan Rakyat. 
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10. Kepala Bagian Layanan Pengadaan 

Kepala Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas pokok yaitu 

membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Pembangunan 

dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 

pengkoordinasian pelayanan pengadaan barang/jasa. 

Adapun fungsi dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis layanan 

pengadaan barang, yang meliputi perencanaan dan pembinaan 

pengadaan, pengadaan barang barang dan jasa serta evaluasi, pelaporan 

dan fasilitasi penyelesaian sanggah; 

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan layanan 

pengadaan barang dan jasa, yang meliputi perencanaan dan pembinaan 

pengadaan, pengadaan barang dan jasa, evaluasi, pelaporan dan 

fasilitasi penyelesaian sanggah; 

d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Bagian Layanan Pengadaan; 

e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian 

Layanan Pengadaan. 

 

11. Asisten Administrasi Umum 

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok yaitu membantu 

Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pembinaan pelaksanaan 

urusankelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, 



23 
 

 
 

ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, dan kehumasan, 

persandian, komunikasi dan informatika serta pengkoordinasian 

penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan, dan aset daerah. 

Adapun fungsi dari Asisten Administrasi Umum : 

a. Penyusunan rencana kerja; 

b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan  

kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, ketatausahaan, 

kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, kehumasan; 

c. Pembinaan pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, 

pendayagunaan aparatur, dan kehumasan; 

d. Pembinaan pelaksanaan urusan keuangan dan umum di lingkungan 

sekretariat daerah; 

e. Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja 

perangkat daerah bidang sumberdaya aparatur, keuangan, pendapatan, 

perlengkapan dan aset, kearsipan, dan perpustakaan, persandian, 

komunikasi dan informatika; 

f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Asisten 

Administrasi Umum. 

 

12. Kepala Bagian Organisasi 

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok yaitu membantu 

Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan urusan kelembagaan, 
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ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, dan pengelolaan perpustakaan 

Sekretariat Daerah. 

Adapun fungsi dari Kepala Bagian Organisasi : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan 

kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, perpustakaan 

dan arsip daerah; 

c. Penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi kelembagaan; 

d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian ketatalaksanaan dan 

pendayagunaan aparatur; 

e. Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sekretariat daerah; 

f. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan 

perpustakaan dan arsip daerah; 

g. Pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Organisasi; 

h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian 

Organisasi. 

 

13. Kepala Bagian Keuangan 

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok yaitu membantu 

Sekertaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pengelolaan 

keuangan daerah, serta pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat 

daerah. 
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Adapun fungsi dari Kepala Bagian Keuangan : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis pengelolaan 

keuangan; 

c. Penyiapan bahan pengkoordinasianpengelolaankeuangan daerah; 

d. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah; 

e. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan renstra dan renja 

atau dengan sebutan lain Sekretariat Daerah; 

f. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan anggaran, 

perubahan anggaran dan perhitungan anggaran di lingkungan 

Sekretariat Daerah; 

g. Pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan sekretariat 

daerah;  

h. Pengelolaan urusan ketatausahaan bagian keuangan; 

i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian 

Keuangan. 

 

14. Kepala Bagian Humas Dan Protokol 

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol mempunyai tugas 

pokok yaitu membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi 

Umum dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan 
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pelaksanaan hubungan masyarakat guna memperjelas kebijakan pimpinan 

pemerintah daerah, dan tugas keprotokolan serta ketatausahaan. 

Adapun fungsi dari Kepala Bagian Humas Dan Protokol : 

a.  Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan 

kehumasan, keprotokolan dan ketatausahaan; 

b. Pelaksanaan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah; 

c. Pelaksanaan keprotokolan; 

d. Pengelolaan ketatausahaan pimpinan dan umum; 

e. Pengelolaan ketatausahaan Bagian Hubungan Masyarakat Dan 

Protokol; 

f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian 

Hubungan Masyarakat Dan Protokol. 

 

15. Kepala Bagian Umum 

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok yaitu membantu Sekretaris 

Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan perlengkapan, rumah 

tangga, dankepegawaian di lingkungan sekretariat daerah, serta 

pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kepegawaian dan aset daerah. 

Adapun fungsi dari Kepala Bagian Umum : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja; 
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b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 

perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan 

sekretariat daerah, serta penyiapan bahan kebijakan umum dan teknis 

pengelolaan urusan kepegawaian dan aset daerah; 

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyelenggaraan kepegawaian dan 

asetdaerah; 

d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; 

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga; 

f. Pelaksanaan pengelolaan barang dan urusan rumah tangga 

Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan lingkungan Sekretariat 

Daerah; 

g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah; 

h. Pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Umum; 

i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Umum. 

 

C. KEGIATAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH 

Dalam mencapai visi dari Sekretariat Daerah, tentunya Sekretariat Daerah 

mempunyai kegiatan umum yang tertuang dalam Lampiran 1.B  Peraturan Bupati 

Tegal Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas da 

fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Tegal sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 
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2. Perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan kelurahan; 

3. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi; 

4. Koordinasi penegakan hak azasi manusia; 

5. Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 

6. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan 

evaluasi penataan daerah; 

7. Inventarisasi perubahan luas wilayah dan pemetaan luas wilayah sesuai 

peruntukannya; 

8. Perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kawasan sumberdaya alam, 

pengelolaan kawasan sumberdaya buatan, pengelolaan kawasan 

kepentingan umum, dan kawasan kelautan dan kedirgantaraan; 

 

 

9. Perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi pengelolaan mitigasi, 

penanganan bencana dan pasca bencana, kelembagaan penanganan 

bencana dan penanganan kebakaran; 

10. Pelaksanaan pembentukan, tatalaksana, dan analisa jabatan perangkat 

daerah; 

11. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah dan kelembagaan 

perangkat daerah; 

12. Penerapan, pengendalian, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah; 
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13. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

daerah 

14. Penyelenggaraan telekomunikasi; 

15. Penyelenggaraan hubungan komunikasi antara pemerintah provinsi 

dengan pemerintah dan/atau kabupaten; 

16. Koordinasi penyelenggaraan urusan pertanahan. 

 

Adapun kegiatan umum dalam Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tegal: 

1. Menyusun Renja (Rencana Kerja) Sekretariat Daerah untuk tahun 

berikutnya. 

Rencana Kerja (Renja) dibuat disesuaikan dengan Renja sebelumnya 

namun ada perubahan baik kuantitas maupun kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun berikutnya. Penyusunan Renja dilakukan pada 

saat Triwulan ketiga atau pada bulan Agustus yang disusun oleh Kepala 

sub bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tegal. 

 

2. Menyusun Standar Satuan Harga  

Format penyusunan Standar Satuan Harga disamakan dengan tahun 

sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan-perbedaan harga yang telah 

disesuaikan terhadap harga pasar. Penyusunan Standar Satuan Harga di 

susun oleh Kepala Sub Bagian Akuntansi. 
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3. Melakukan Pengawasan dengan cara peninjauan surat 

pertanggungjawaban setiap kegiatan per masing-masing bagian. 

Dalam Sekretariat Daerah, terdapat Bendahara  Pengeluaran Umum yang 

dijabat oleh seorang yang ada di Bagian Keuangan, serta ada Bendahara 

Pengeluaran Pembantu yang terdapat pada setiap bagian, tak terkecuali 

Bagian Keuangan.  

Setiap Bendahara Pengeluaran Umum memberikan dana terhadap 

Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Bendahara Pengeluaran 

Pembantu akan menyusun surat pertanggungjawaban ketika suatu kegiatan 

sudah dilaksanakan. Surat pertanggungjawaban tersebut diserahkan 

terlebih dahulu ke Bagian Keuangan untuk pengecekan, apakah ada  yang 

keliru ataupun tidak. Setelah semuanya benar, maka surat 

pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada BPKAD. Pada pihak 

BPKAD pun surat pertanggungjawaban tersebut diperiksa kembali, apakah 

dokumen-dokumen dalam surat pertanggungjawaban tersebut sudah 

lengkap atau masih ada yang kurang. Apabila ada yang kurang, maka surat 

pertanggungjawaban tersebut dikembalikan ke Bagian Keuangan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal guna melengkapi. Pada Bagian 

Keuangan, akan memanggil dari Bagian yang melaksanakan kegiatan 

tersebut guna melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai 

pada tanggal 16 Juli sampai 16 Agustus 2018 di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tegal. Praktikan ditempatkan pada bagian keuangan, dimana di 

dalam bagian keuangan terdapat beberapa sub bagian seperti sub bagian 

perencanaan dan penganggaran, sub bagian akuntansi dan sub bagian 

pembendaharaan. Secara garis besar, bidang kerja di Bagian Keuangan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dan juga dilakukan oleh praktikan 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pembendaharaan guna kegiatan di semua bagian yang 

ada di Sekretariat Daerah 

Dalam melaksanakan tugas, setiap bagian mempunyai kegiatan-

kegiatan yang membutuhkan pembiayaan. Untuk pembiayaan tersebut, 

maka setiap bagian melalui Bendahara pengeluaran Pembantu Bagian 

akan mengajukan dana ke Bendahara Pengeluaran Umum yaitu yang 

terdapat di Bagian Keuangan. 

2. Melaksanakan pembiayaan gaji PNS 

Bagian Keuangan mempunyai tugas pembiayaan sentral dimana 

menangani pembiayaan gaji PNS, termasuk gaji Bupati. Setiap bulan, 

Bendahara Gaji akan menyusun daftar gaji PNS di lingkungan 
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Sekretariat Daerah yang akan diserahkan ke Bank Jateng guna 

pencairan gaji tersebut. 

3. Melaksanakan penetapan Standarisasi Satuan Harga di Lingkungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal 

Dalam melaksanakan penetapan Standarisasi Satuan Harga, Bagian 

Keuangan akan menetapkan satuan harga dengan berpedoman 

Peraturan Bupati Tegal No 43 Tahun 2017. 

4. Melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

Sekretariat Daerah  

Dalam melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah, bagian keuangan akan 

membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari setiap kegiatan 

khususnya di bagian keuangan. Untuk bagian-bagian lain, Surat 

Pertanggung Jawaban (SPJ) akan dibuat di setiap bagian yang 

melaksanakan kegiatan, akan tetapi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) 

tersebut harus diberikan ke Bagian Keuangan terlebih dahulu sebelum 

diserahkan ke BPKAD. 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, pada hari pertama 

praktikan diperkenalkan tentang pekerjaan yang akan dilakukan dalam 

Bagian Keuangan khususnya dalam Sub Bagian Akutansi. Pada hari 

pertama juga praktikan membuat usulan Standarisasi Satuan Harga tahun 
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2019 guna bahan rapat yang akan dihadiri setiap Bagian yang ada di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. 

Di hari selanjutnya, praktikan mencatat NTPN (Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara) dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

Kegiatan.Serta melaporkan Pph pasal 21 dari semua kegiatan dalam 

bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke dalam aplikasi E-SPT. 

 

 

 

 

Praktikan juga membuat bahan presentasi untuk rapat tentang Realisasi 

Anggaran Tiap Bagian Per 19 Juli 2018 sebagai berikut beberapa hasil 

pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan: 

 
Praktikan melakukan revisi Honorarium Pembantu Pengelolaan Barang 

Daerah 2018 dengan dasar Honorarium Pembantu Pengelolaan Barang 

Pagu Anggaran 

Tahun 2018 

Anggaran yang 

telah direalisasi 
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Daerah tahun sebelumnya. Yang kisaran naik turunnya Honorarium mulai 

dari Rp 50.000,- sampai dengan Rp 100.000,-. 

Menyusun Prognosis dari Realisasi Anggaran Bagian Keuangan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Setiap Bagian pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Tegal telah memiliki laporan prognosis yang dicatat 

khusus untuk Bagian masing-masing, tak terkecuali Bagian Keuangan. 

Laporan Prognosis tersebut dapat dilihat dengan blanko kosong sebagai 

berikut: 

 

Praktikan juga menyusun Buku Panjar, Buku Bank dan Buku Kas Umum 

yang harus disesuaikan dengan rekening koran. Setiap bulan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan menyusun Buku Kas 

Pengeluaran Pembantu, Buku Panjar, dan Buku Bank. 

Dalam penyusunan Buku Kas Pengeluaran Pembantu, Buku Panjar dan 

Buku Bank, praktikan harus mengumpulkan semua Surat 

Pertanggungjawaban dalam satu bulan  dan harus disesuaikan dengan 
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rekening koran. Buku panjar berguna menyesuaikan semua dana yang 

telah dikeluarkan atau diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran 

Pembantu khususnya pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. 

Praktikan menyusun data kegiatan yang terkena rasionalisasi tahun 2018, 

hal ini dimaksudkan bahwa setiap Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tegal mengalami pengurangan dana atau pagu anggaran  dari pemerintah, 

semua dana yang dirasionalisasi per Bagian berbeda-beda. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengurangan 

Anggaran 
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C. Kendala Yang Dihadapi 

Dalam melaksanakan tugas di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, 

tentunya praktikan mempunyai kendala- kendala yang dihadapi. Kendala-

kendala tersebut sebagai berikut: 

1. Praktikan belum jelas mengetahui sistematika dalam penyusunan surat 

pertanggungjawaban (SPJ) dalam Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tegal. 

2. Dalam menyusun Buku Pengeluaran Kas, ada kalanya tidak sesuai 

dengan saldo yang ada di rekening koran. Sedangkan di Buku Panjar 

dan Buku Bantu Bank saldonya sesuai. 

3. Dalam melaporkan Pph pasal 21 ke aplikasi E-SPT, belum 

mengetahui alurnya. 

 
D. Cara Mengatasi Kendala 

Dari kendala-kendala yang dialami oleh praktikan, praktikan mencari 

solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut, antara lain: 

1. Mempelajari dan memahami sistematika atau penyusunan surat 

pertanggungjawaban yang telah ditentukan oleh Sekretariat Daerah. 

Menurut Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 

Tahun 2008, Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang 

diperlukan sebagai lampiran dalam SPP, selain dari dokumen SPP-GU 

itu sendiri.  
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Lampiran tersebut antara lain : 

a. Salinan SPD 

b. Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran 

c. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan 

d. Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah 

e. Lampiran lain yang diperlukan 

 

2. Buku Pengeluaran Kas, Buku Panjar dan Buku Bank merupakan Buku 

Pembantu dalam pencatatan akuntansi (Nuramalia,2016). Buku 

Pengeluaran Kas diisi sesuai dengan masuk keluarnya kas pada suatu 

instansi tersebut. Sedangkan Buku Panjar diisi sesuai dengan masuk 

keluarnya kas kepada pihak tertentu, contohnya seperti Bendahara 

Umum kepada Bendahara Pembantu. Sedangkan Buku Bank diisi 

sesuai dengan keluarnya kas melalui bank atau sesuai dengan rekening 

koran. 

 

3. E-SPT disampaikan dengan menggunakan media elektronik, dan 

elemen-elemennya diisi secara lengkap maupun tidak lengkap (Nur 

Hidayat,2013). Untuk mengisi Pph pasal 21 ke dalam E-SPT, kita 

harus mempunyai username terlebih dahulu. Untuk Sekretariat Daerah 

Kabupaten Tegal sendiri sudah memiliki.  
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Pertama, kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi E-SPT, klik “isi SPT”, 

klik “Data” sesuai yang diinginkan, lalu masukkan nama, NPWP, 

kode, jumlah nominal dan setelah memasukkan jumlah nominal, maka 

akan muncul Pph pasal 21 itu sendiri, lalu klik OK.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Praktik Kerja Lapangan perlu diadakan di setiap Universitas sesuai dengan 

bidang yang diampuh oleh mahasiswa. Dengan adanya Praktik Kerja 

Lapangan, mahasiswa bisa mengetahui gambaran nyata tentang apa yang 

telah dipelajari selama perkuliahan.  

Adapun yang telah diperoleh oleh praktikan selama menjalani Praktik Kerja 

Lapangan di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal selama 

kurang lebih satu bulan, antara lain: 

a. Praktikan memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara nyata sesuai 

dengan bidang yang ditempuh selama perkuliahan yaitu pada bidang 

Akuntansinya. 

b. Praktikan mengetahui gambaran umum tentang kegiatan yang ada di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal khususnya pada Bagian Keuangan. 

c. Praktikan dapat merasakan dunia kerja khususnya pada bidang 

pemerintah, mengetahui permasalahan yang ada selama bekerja dan dapat 

menumbuhkan jiwa kerja sama serta tanggungjawab dalam melaksanakan 

tugas. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, praktikan mempunyai saran yang mungkin 

dapat diperbaiki kedepannya. Saran praktikan, diantara lain: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa perlu melakukan administrasi dan mencari tempat PKL 

dari jauh-jauh hari agar tidak ada kendala saat akan mendekati hari 

mulainya PKL 

b. Mahasiswa harus memahami materi-materi selama perkuliahan agar 

dapat menerapkannya selama PKL berlangsung. 

c. Mahasiswa harus memahami tugas dan tanggungjawabnya selama 

PKL agar tidak ada kekeliruan dalam melaksanakan tugas. 

 

2. Bagi Universitas 

a. Seharusnya per fakultas di universitas, mengadakan seminar atau 

sosialisasi tentang Praktik Kerja Lapangan kepada mahasiswa agar 

mahasiswa tidak mengalami kebingungan saat terjun dalam dunia 

kerja secara langsung. 

b. Pihak Universitas harus bekerjasama dengan instansi-instansi agar 

dapat memudahkan mahasiswa dalam penempatan Praktik Kerja 

Lapangan. 

c. Memberikan pembimbingan diawal sampai akhir kepada mahasiswa 

dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
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3. Bagi Pihak Sekretariat Daerah 

a. Seharusnya ada penyuluhan bagi pegawai agar mereka mengetahui 

apa yang harus dilakukan dan dikerjakan pada anak PKL. 

b. Harus adanya peraturan ketat yang diciptakan untuk pegawai dan 

anak PKL, dimana agar tidak adanya keterlambatan atau kebebasan 

bekerja. 
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Lampiran 1 

Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 2 

Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan 
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LOG HARIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 

No Waktu Pelaksanaan Kegiatan 
1 Senin, 16 Juli 2018 Membuat usulan Standarisasi Satuan Harga 

Tahun 2019 untuk bahan rapat yang dihadiri 
setiap bagian. 

2 Selasa, 17 Juli 2018 Mencatat NTPN (Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara) dalam pembuatan Surat 
PertanggungJawaban (SPJ) Kegiatan 

3 Rabu, 18 Juli 2018  Melaporkan Pph Pasal 21 dari semua 
kegiatan dalam bentuk Surat 
PertanggungJawaban (SPJ) ke dalam aplikasi 
E-SPT 

4 Kamis, 19 Juli 2018 Membuat bahan presentasi untuk rapat 
tentang Realisasi Anggaran Tiap Bagian per 
19 Juli 2018  

5 Jumat, 20 Juli 2018 Merevisi Honorarium Pembantu Pengelolaan 
Barang Daerah 2018 

6 Senin, 23 Juli 2018 Menyusun Perubahan Peraturan Bupati Tegal 
No 43 Tahun 2017 tentang Standarisasi 
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal 
Tahun Anggaran 2018 

7 Selasa, 24 Juli 2018 Menyusun Prognosis dari Realisasi 
Anggaran Bagian Keuangan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Tegal 

8 Rabu, 25 Juli 2018 Menyusun Surat PertanggungJawaban 
tentang gaji PNS dari setiap bagian termasuk 
gaji Bupati 

9 Kamis, 26 Juli 2018 Menyusun Buku Bantu Panjar Bulan Mei 
dan Juni 2018 

10 Jumat, 27 Juli 2018 -  Menyusun Buku Bank Bulan Mei dan Juni 
2018 
- Menyusun Buku Kas Umum Bulan Mei 
2018 

11 Senin, 30 Juli 2018 Menyusun Surat PertanggungJawaban dari 
suatu kegiatan 

12 Selasa, 31 Juli 2018 Menyusun data kegiatan yang terkena 
rasionalisasi tahun 2018 

13 Rabu, 01 Agustus 2018 Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas 
berdasarkan Buku Bantu Panjar dan Buku 
Bantu Bank bulan Mei dan Juni 2018 

14 Kamis, 02 Agustus 2018 - Menyusun Laporan Pengawasan Realisasi 
Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 
Anggaran 2018 Per Juli 2018 
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- Menyusun Revisi Evaluasi Pelaksanaan 
Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten 
Tegal Per 31 Juli 2018 

15 Jumat, 03 Agustus 2018 Menyusun Rekapitulasi Pelelangan Pada 
LPSE Kabupaten Tegal Sekretariat Daerah 
Kabupaten Tegal s/d Juli 2018 

16 Senin, 06 Agustus 2018 Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 
Anggaran 2019 

17 Selasa, 07 Agustus 2018 Menyusun Buku Kas Pengeluaran Pembantu 
bulan Juli 2018 

18 Rabu, 08 Agustus 2018 Menyusun Buku Bantu Bank Bulan Juli 2018 
19 Kamis, 09 Agustus 2018 PenambahanPagu Anggaran Setelah 

Dirasionalisasi pada Data Kegiatan Ynag 
Terkena Rasionalisasi Tahun 2018 
Menyusun Blanko kosong untuk setiap 
bagian dalam hal Data Kegiatan Yang 
Terkena Rasionalisasi Tahun 2018 

20 Jumat, 10 Agustus 2018 Pengecekan setiap bagian tentang data 
kegiatan yang dirasionalisasi 

21 Senin, 13 Agustus 2018 Menyusun Rencana Kerja oleh Kepala 
Bagian Perencanaan dan Penganggaran 

22 Selasa, 14 Agustus 2018 Menyusun Surat Pertanggungjawaban 
Kegiatan 

23 Rabu, 15 Agustus 2018 Menyusun Case Cading 
24 Kamis, 16 Agustus 2018 Menyusun Standar Satuan Harga khususnya 

untuk Bagian Keuangan 
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Lampiran 4 

Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 

Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 

Lembar Penilaian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 7 

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah 
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Lampiran 8 

Buku Kas Pengeluaran Pembantu 
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Lampiran 9 

Buku Bantu Panjar 

 



62 
 

 
 

Lampiran 10 

Buku Bantu Bank 

 

  



63 
 

 
 

Lampiran 11 

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal 
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Lampiran 12 : Formulir Revisian 




